BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti

dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemindahan adalah perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan
tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada menerima
pengalihan.! Dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa hak milik dapat
beralih dan dialihkan. “Beralih maksudnya terjadi bukan karena suatu
perbuatan hukum (kesengajaan) melainkan karena peristiwa hukum (bukan
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kesengajaan), misalnya diwariskan. Sedangkan “dialihkan “ menunjukkan
adanya kesengajaan sehinga terdapat suatu perbuatan hukum terhadap hak
milik tersebut.

2. Bahwa Berpindahnya Hak Milik atas tanah ini harus didaftarkan ke Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan
dilakukan perubahan nama dalam sertifikat dari pemilik tanah yang lama
kepada pemilik tanah yang baru. Adapun cara melakukan proses balik nama
pada sertifikat dalam perjanjian jual beli atas tanah yaitu apabila jual beli yang

dilakukan secara lisan dapat dikatakan bahwa statusnya telah mengikat para

pihak antara penjual dan pembeli, akan tetapi perbuatan hukum tidak dapat

L Effendi Perangin, 1994, “Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi
Hukum”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 1.
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didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk melakukan perubahan data

kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka

peneliti menyarankan sekaligus merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa mengingat tanah merupakan elemen yang penting bagi kehidupan
manusia, oleh karena itu kepastian hukum hak atas tanah sangat diperlukan
untuk kepastian hukum itu sendiri.

2. Bahwa masyarakat Gorontalo diharapkan agar lebih teliti dan berhati-hati
dalam melakukan transksi jual beli tanah. Hal ini perlu dilakukan agar

dikemudian hari tidak menimbulkan konflik hukum baru.
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